KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

Andriansyah Mustofa/ Otfan
NRP. 77050672 NIP. 198303182009011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang
efektif dan akuntabel

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik,
Transparansi dan Akuntabilitas

1 Rekomendasi
Kebijakan

Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan

: 2 Rekomendasi

2 ﬁziig;hma;n korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan Pericegata Kanips Kehijalkan
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,

3 |penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata| 1 Rekomendasi
tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan kelola dan pengendalian risiko Kebijakan
permukiman

KEGIATAN PAGU APBN

1 Penyelenggaraan Tata_ Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan Rp 170,115,000.00

dan Kawasan Permukiman

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
SIKO

I$ ANDRIANS

Jakarta, 28 Januari 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KALTMANTAN II
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KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

ati Mustofa Otfan
NIP. 19 199703 2 004 NIP. 19830318 200901 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No | BASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukisian
- . Jumlah Kehijakan, Strategi, dan Program Prioritas I Rekomendasi
Meningkainya Kinerja Kelerpaduan, Kemitraan, ! | Penyelenggaraan ;;emmahan Perkotaan Kebijakan
1 |Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi
dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 2 Jumlah Laperan Pemantauan dan Evaluasi 5 Laparan
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
. 2 £ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan .
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan - £ 1 Rekomencdasi
2 Penghunlan Perurnahan Perkotaan 1 |Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Kebijakan
Perkotaan
3 Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 1 Rekomendasi
Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan Pembiayaan Perumahun Perkotaan Kebijakan
Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan :
1 I Unit
Perkotaan
2 |Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan 65 Unit
4 Meningkainys Ketersediaan Rumsh Baru Layak Huni di fPtked
Perkotann 3 |Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) P
Perumehan Perkotaan
4 |Jumlab Kehijakan Penyelenggaraan Pembangunan 1| Rekomendasi
Perumahan Perkotaan Kebijakan
Mer:i.nqka:tnya Pcpyedl:antRumah Layak Huni melalui Jumlah Kebtjakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas | 1 Reko dash
o2 feruttas ] e ! | Perumahan Perkotaan Kebijakan
Wilayah Perkotaan
Program Dukungan Manajemen
1 |Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan 1 Layanan
Meningkainya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat
! | Direktorat Jenderal Perumahan Perkotasn 3 |Jumlah Layanan Umuin 4 Laysnan
3 |Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APEN
Balal Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 419,019,000,
Permukiman Kalimantan 11 kp L2 900,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Frovinsi
2 e Rp £2.447.832.000,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
3 Kal {Eii d Rp 24.174.292.000,00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 23.230.000,00
Kalimantan Utara
5 Per han dan K Pe kiman IKN Nusantara Rp 51.814.768.000,00
Rp 158.879.141.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMARTAN I

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN




AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 April 2026
Pihak Pertama

Imran ustofa Otfan
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 19830818 200901 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO l SASARAN KEGIATAN I INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Rekomendasi
Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Kebijakan
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, )
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan .;cumlah Dok:n:gn Data dan Infromasi Penyelenggaraan Do sii
evaluasi dalam pembangunan perumahan perd rumahan Perdesaan
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan P
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan
i Dokumen
2 Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan Perizinan Perumahan Perdesaan
penghunian perumahan di wilayah perdesaan Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian D]
Perumahan Perdesaan o en
3 Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Kegiatan
pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan Perumahan Perdesaan glal
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Laporan
4 |Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di Perumahan Perdesaan
perdesaan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Rekomendasi
Pembangunan Perumahan Perdesaan Kebijakan
s Me".‘";‘::g h p"l’.‘t’;‘:d"””m‘b'a‘;’“ah "’yakn*j‘““‘] me‘:ﬁ“‘ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Rekomendasi
3:1!:; ah perdesaan P g pe Perumahan Perdesaan Kebijakan
Program Dukungan Manajemen
Meningkatnya layanan dukungan manajemen
! |Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Jul Lay Usmum Layanan
Meningkatnya layanan dukungan manajemen
2 |Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jumlah Layanan Data dan Informasi Layanan
Perumahan Perdesaan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II Rp 699.072.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalirngitan Thiiis Rp 59.177.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan Rp 46.341.000,00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara Rp 42.626.000,00
Rp 847.216.000,00

Jakarta, 02 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN AN II

7
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AWAL

KEMENTERIAN RPERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

V4
Fitrah Nur J Miusto fﬁ
NIP. 19670419'199403 1 003 NIP. 1983D318 2000901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOJ_ SASARAN KEGIATAN l INDIKATOR KINERJA ] TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, 1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggarasn Kawasan

. 1 Dokumen
1 |penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan Permukiman
rumah layak huni 5 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik 1 Rekomendasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan

Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan

2 |Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 1 Pengembangan Kawasan Permuki

1 Dokumen

Program Dukungan Manajemen

1 |[Jumlah Layanan Umum 5 Layanan
1 Meningkatnya 1ay.anan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal 2 |g h Lay Data dan Informasi 1 iEyanen
Kawasan Permukiman
3 |Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 371.045.000,00
Kalimantan 11
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur Rp 47.757.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Rp 24.637.000,00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Rp 45.471.000,00
5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara* Rp 55.421.000,00
Rp 544.331.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEELA;\N PE?:NMIAIHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

v
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REVISI

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUIIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

9. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

\/

Fitra ur
NIP. 19670419°199403 1 003 NIP. 1983(303181200901 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan

Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, 1 ki 1 Dokumen
1 enganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan Berm an
?urtzxgahnii Ak ]:;ulr)n & peny 9 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik 1 Rekomendasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan
) Meningkatnya perenc . fasilitasi penyiapan lahan dan pemem yang 1 |Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU 1 Dokumen
terlayani PSU kawasan permukiman . . i
2 |Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 60 Unit
Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan 1
1 Pengembangan Kawasan Permukiman 1 Do en
3 |Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman cog £ =
2 |Jumish Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas 900 Unit
Program Dukungan Manajemen
1 |Jumlah Layanan Umum 5 Layanan
1 Meningkatnya lay?nan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal 2 ljumish Lay Data dan Informasi 1 Lay.
Kawasan Permukiman
3 |Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 531.045.000,00
Kalimantan II
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur Rp 6.755.484.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Rp 14.249.835.000,00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Rp 45.471.000,00
5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara* Rp 55.421.000,00
Rp 21.637.256.000,00
Jakarta, 30 Maret 2026
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BALAJ PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KALIMANTAN II

FIT NUR"/ STOFA OTFAN




Revisi ke 01

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 April 2026
Pih dua Pihak Pertama

Imran Mustofa Otfan
NIP. 19731026 199302 1 001 NIP. 198303/18 200901 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

IDJ ; SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan 1 Rekomendasi
Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Kebijakan
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, N
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan .;umlah Dokl;m;n Data dan Infromasi Penyelenggaraan 1 Dekiiet
evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan erumahan Perdesaan
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 3 Labeian
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan po
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 1 Laporan
o |Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di Perumahan Perdesaan P9
perdesaan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 1 Rekomendasi
Pembangunan Perumahan Perdesaan Kebijakan
Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan 1 Rekomendasi
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Kebijakan
3 |peningkatan kualitas pembangunan perumahan di
wilayah perdesaan Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di .
Perdesaan 5400 Unit
Meningkatnya layanan dukungan manajemen
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Jumlahlayanan Umnum % Layanan
Meningkatnya layanan dukungan manajemen
2 |Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
Perumahan Perdesaan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II Rp 382.014.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Timur Rp 39.752.786.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan Rp 58.857.442.000,00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara Rp 20.097.176.000,00
Rp 119.089.418.000,00

Jakarta, 02 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KALIMANTAN II

i
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KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustofa Otfan
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Pertama
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BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Jumlah Layanan Umum S Layanan
1 | Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Jumlah Layanan Perkantoran S Layanan
Permukiman Kalimantan II Jumlah Layanan Sarana Internal 21 Unit
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai Pe}aksana Penyedlaan Perumahan dan Kawasan Rp 1.312.809.000,00
Permukiman Kalimantan II
9 Per}lmahan d.f;m Kawasan Permukiman Provinsi Rp 573.479.000,00
Kalimantan Timur
3 Pergmahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 699.472.000,00
Kalimantan Selatan
4 Per}lmahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 768.377.000,00
Kalimantan Utara
S Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara Rp 1.112.116.000,00
Rp 4.466.253.000,00

SKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 10 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II




